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Tujuan disusunnya dokumen Standar pada Sistem Penjaminan Mutu Internal 

(SPMI) antara lain menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik 

dan berkelanjutan, tumbuh dan berkembangnya budaya mutu, serta 

mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka mewujudkan 

pendidikan tinggi yang bermutu. 

Tentunya dokumen ini masih banyak kekurangan, untuk itu saran dan masukan 

sangat diperlukan untuk peningkatan mutu dari dokumen standar ini sendiri. 

Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Penyusun beserta 

seluruh pihak yang terlibat baik langsung maupun secara tak langsung dalam 

penyusunan dokumen ini. Semoga menjadi amal jariyah dan bermanfaat bagi kita 

semua. 
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        I Made Andik Setiawan, Ph.D 
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6 STD-SPMI-306 Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada 

Masyarakat 
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 Standar Akademik 
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2 STD-SPMI-402 Standar Suasana Akademik 
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1 STD-SPMI-501 Standar Tata Kelola 
2 STD-SPMI-502 Standar Kerjasama 
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1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel) 

Visi:  Terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan ilmu pengetahuan 

terapan, teknologi, dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa. 

Misi: 

1. Meningkatkan mutu, relevansi dan akses pendidikan untuk menghasilkan 

sumber daya manusia yang berkualitas; 

2. Meningkatkan kemampuan penelitian dasar dan terapan untuk menghasilkan 

nilai tambah produk inovasi; dan   

3. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan 

ilmu pengetahuan terapan, teknologi dan inovasi. 

Tujuan: 

1. Meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;  

2. Meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;  

3. Meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat; dan 

4. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu. 

 

2. Definisi istilah 

a. Ketua Jurusan adalah pimpinan jurusan yang merupakan unsur pelaksana akademik 

politeknik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi politeknik yang berada di bawah 

direktur. 

b. Ka. BAAKPK singkatan dari Kepala Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, 

Perencanaan, dan Kerja sama. 

c. BAAKPK merupakan unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi akademik, 

kemahasiswaan, perencanaan, dan kerja sama yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab langsung kepada direktur dan pembinaan sehari-hari dilakukan oleh pembantu 

direktur sesuai dengan bidang tugasnya. 

d. Ka. UPM singkatan dari Kepala Unit Penjaminan Mutu. 

e. UPM merupakan unit pelaksana teknik di bidang penjaminan mutu pendidikan, penelitian, 

dan pengabdian kepada masyarakat. 

f. Kepala Unit adalah pimpinan unsur pelaksana di bawah direktur. 

g. Siklus PPEPP adalah tahapan penjaminan mutu yang mencakup Penetapan (P), Pelaksanaan 

(P), Evaluasi (E), Pengendalian (P), dan Peningkatan (P) terhadap Standar Nasional DIKTI 

dan standar yang ditetapkan perguruan tinggi. 

h. RKAKL adalah singkatan dari Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. 

i. Predikat SAKIP adalah penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

j. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis untuk mengetahui faktor-faktor yang 

berpengaruh dalam usaha mencapai tujuan yang mencakup Strengths (kekuatan), 
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Weakness (Kelemahan), Opportunities (Peluang), dan Threats (ancaman) sebagai dasar 

evaluasi. 

k. VMTS adalah singkatan dari Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi. 

l. Dokumen yang sahih adalah informasi tertulis baik di atas kertas yang ditandatangani oleh 

seorang penanggungjawab maupun secara elektronik pada laman resmi serta digunakan 

sebagai bukti keterangan resmi. 

m. Status adalah kondisi standar yang diharapkan terdiri dari : 

- Pencapaian merupakan isi standar yang mencapai SN Dikti 

- Pelampauan merupakan isi standar yang melampaui SN Dikti 

 

3. Rasionale Standar  

Tata kelola Perguruan Tinggi atau dikenal pula dengan Good University Governance 

merupakan suatu pola hubungan antar proses yang digunakan oleh organ Perguruan Tinggi 

dalam proses peningkatan nilai tambah secara berkesinambungan berlandas pada peraturan 

perundangan dan norma yang berlaku. Ciri utama tata kelola yang baik jika terlaksananya 

unsur transparansi, pengorganisasian, partisipasi, responsivitas, akuntabilitas, dan 

kepemimpinan. 

Penilaian terhadap Good University Governance merupakan salah satu upaya dalam mengukur 

dan memetakan kondisi perguruan tinggi dalam penerapan tatakelolanya. Melalui evaluasi 

dan penilaian akan mampu mengidentifikasi wilayah peningkatan sehingga memudahkan 

perguruan tinggi dalam mengambil langkah perbaikan. Hasil penilaian evaluasi menunjukkan 

tingkat kualitas penerapan Good University Governance berdasar pada pemenuhan parameter 

yang telah ditetapkan. 

Guna mencapai Good University Governance di PolmanBabel, semua pemangku kepentingan 

perlu memahami dan mendukung pencapaiannya. Untuk itu perlu ditetapkan standar tata 

kelola yang mengarahkan semua pihak pada pencapaian Good University Governance. 

 

4. Pernyataan Isi Standar  

4.1. Uraian Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

Status : Pencapaian 

- 

4.2. Uraian Standar IKU 

Status : Pelampauan 

STD-501.IKU1 Direktur melalui Ka. BAAKPK memastikan rata-rata predikat SAKIP "BB" 

pada setiap siklus PPEPP. 

STD-501.IKU2 Direktur melalui Kepala Unit memastikan rata-rata nilai kinerja anggaran 

atas pelaksanaan RKAKL sebesar 93 pada setiap siklus PPEPP. 

4.3. Uraian Standar Institusi 

Status : Pelampauan 
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STD-501.PT1 Direktur wajib memastikan melakukan analisis SWOT atau analisis lain 

yang mencakup: 

a. Identifikasi kondisi lingkungan dan industri yang relevan secara 

komprehensif dan strategis; 

b. Penetapan posisi relatif program studi terhadap lingkungannya; 

c. Penggunaan hasil identifikasi dan posisi yang ditetapkan untuk 

melakukan analisis (SWOT/metode analisis lain yang relevan) untuk 

pengembangan program studi; dan 

d. Perumusan strategi pengembangan program studi yang 

berkesesuaian untuk menghasilkan program-program 

pengembangan alternatif yang tepat; 

paling lama sekali dalam 5 tahun. 

STD-501.PT2 Direktur wajib memastikan: 

a. Keserbacakupan informasi yang jelas dan konsisten dengan data 

dan informasi yang disampaikan pada kriteria VMTS; Tata Pamong, 

Tata Kelola dan Kerjasama; Mahasiswa; SDM; Keuangan, Sarana, 

dan Prasarana; Pendidikan; Penelitian; Pengabdian kepada 

Masyarakat. 

b. Keselarasan dengan substansi keilmuan program studi. 

c. Iklim yang kondusif untuk pengembangan keilmuan program studi. 

d. Reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya. 

paling lama sekali dalam 5 tahun. 

STD-501.PT3 Direktur wajib memastikan: 

a. Visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi 

keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data 

implementasi yang konsisten, 

b. Misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinergi dengan misi, 

tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung 

pengembangan program studi dengan data implementasi yang 

konsisten 

pada setiap siklus PPEPP. 

STD-501.PT4 Direktur wajib memastikan tersedianya dokumentasi mekanisme dalam 

penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi serta ada 

keterlibatan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa 

dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan 

pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah) pada setiap siklus PPEPP. 

STD-501.PT5 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan pemahaman visi, misi, 

tujuan, dan sasaran Program Studi melalui sosialisasi yang efektif ke 
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seluruh sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dan tenaga  

kependidikan pada setiap siklus PPEPP. 

STD-501.PT6 Direktur wajib memastikan strategi efektif untuk mencapai tujuan dan 

disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan 

metode yang relevan dan terdokumentasi serta pada pelaksanaannya 

dilakukan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti pada setiap siklus 

PPEPP. 

STD-501.PT7 Direktur wajib memastikan tersedianya dokumen formal struktur 

organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah 

berjalan secara konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta 

berjalan efektif dan efisien pada setiap siklus PPEPP. 

STD-501.PT8 Direktur dan Kepala Unit wajib memastikan dimilikinya praktik baik (best 

practices) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidah 

good governance (kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, 

dan adil) untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu 

pada setiap siklus PPEPP. 

STD-501.PT9 Direktur dan Kepala Unit wajib memastikan tersedianya bukti/pengakuan 

yang sahih bahwa pimpinan memiliki karakter kepemimpinan 

operasional, organisasi, dan publik pada setiap siklus PPEPP. 

STD-501.PT10 Direktur wajib memastikan pimpinan mampu : 

a. Melaksanakan 6 fungsi manajemen (perencanaan, 

pengorganisasian, penempatan personel, pelaksanaan, 

pengendalian dan pengawasan, serta pelaporan yang menjadi 

dasar tindak lanjut) secara efektif dan efisien, 

b. Mengantisipasi dan menyelesaikan masalah pada situasi yang tidak 

terduga, 

c. Melakukan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah  

pada setiap siklus PPEPP. 

STD-501.PT11 Direktur melalui Ka. UPM wajib memastikan analisis pencapaian kinerja 

memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 

a. Capaian kinerja diukur dengan metode yang tepat, dan hasilnya 

dianalisis serta dievaluasi, dan 

b. Analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar 

masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat 

ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan 

dilakukan;  

hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan dan 

dilaksanakan setiap tahun. 
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STD-501.PT12 Direktur melalui Ka. UPM wajib melakukan analisis SWOT atau analisis 

lain yang relevan, serta memenuhi aspek- aspek sebagai berikut: 

a. Melakukan identifikasi kekuatan atau faktor pendorong, 

kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang 

dihadapi institusi dilakukan secara tepat, 

b. Memiliki keterkaitan dengan hasil analisis capaian kinerja, 

c. Merumuskan strategi pengembangan institusi yang berkesesuaian, 

dan 

d. Menghasilkan program-program pengembangan alternatif yang 

tepat  

paling lama setiap 5 tahun. 

STD-501.PT13 Direktur wajib memastikan penetapan tujuan strategis pengembangan 

berdasarkan hasil analisis SWOT yang mempertimbangkan: 

a. Rencana aksi pimpinan dan kemampuan sumber daya, 

b. Kebutuhan jangka pendek dan jangka menengah, 

c. Tujuan dan rencana strategis yang berlaku, 

d. Aspirasi dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta 

e. Program yang menjamin keberlanjutan 

paling lama setiap 5 tahun. 

STD-501.PT14 Direktur wajib memastikan tersedianya kebijakan dan upaya yang 

diturunkan ke dalam berbagai peraturan untuk menjamin keberlanjutan 

program yang mencakup: 

a. Alokasi sumber daya, 

b. Kemampuan melaksanakan program pengembangan, 

c. Rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan, dan 

d. Keberadaan dukungan pemangku kepentingan eksternal 

paling lama setiap 5 tahun. 

4.4. Uraian Standar Institusi - Suplemen untuk bidang Informatika dan Komputer 

Status : Pelampauan 

STD-501.PT15 Direktur memastikan tersedianya dokumen kebijakan, standar, IKU, dan 

IKT yang sangat memenuhi berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong, 

dan Kerjasama mencakup sistem tata pamong yang memenuhi aspek: 

a. Kredibel,  

b. Transparan,  

c. Akuntabel,  

d. Bertanggung jawab, dan  

e. Adil 

pada setiap siklus PPEPP. 
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5. Strategi Pencapaian Standar  

a. Direktur menetapkan standar tata kelola. 

b. Direktur melalui semua kepala unit melakukan sosialisasi tentang Good University 

Governance. 

c. Seluruh civitas akademika berkomitmen mendukung pencapaian Good University 

Governance dengan standar dan aturan yang ada. 

 

6. Indikator pencapaian Standar  

IPS-501.IKU1 Tersedianya dokumen sahih dan terkini yang menjelaskan bahwa rata-rata 

predikat SAKIP "BB". 

IPS-501.IKU2 Tersedianya dokumen sahih dan terkini yang menjelaskan bahwa rata-rata 

nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKAKL sebesar 93. 

IPS-501.PT1 Tersedianya dokumen sahih dan terkini yang menjelaskan bahwa telah 

dilakukan analisis SWOT atau analisis lain yang mencakup: 

a. Identifikasi kondisi lingkungan dan industri yang relevan secara 

komprehensif dan strategis; 

b. Penetapan posisi relatif program studi terhadap lingkungannya; 

c. Penggunaan hasil identifikasi dan posisi yang ditetapkan untuk 

melakukan analisis (SWOT/metode analisis lain yang relevan) untuk 

pengembangan program studi; dan 

d. Perumusan strategi pengembangan program studi yang berkesesuaian 

untuk menghasilkan program-program pengembangan alternatif yang 

tepat; 

IPS-501.PT2 Tersedianya dokumen: 

a. Keserbacakupan informasi yang jelas dan konsisten dengan data dan 

informasi yang disampaikan pada kriteria VMTS; Tata Pamong, Tata 

Kelola dan Kerjasama; Mahasiswa; SDM; Keuangan, Sarana, dan 

Prasarana; Pendidikan; Penelitian; Pengabdian kepada Masyarakat. 

b. Keselarasan dengan substansi keilmuan program studi. 

c. Iklim yang kondusif untuk pengembangan keilmuan program studi. 

d. Reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya. 

IPS-501.PT3 Tersedianya dokumen: 

a. Visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi 

keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data 

implementasi yang konsisten, 

b. Misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinergi dengan misi, 

tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan 

program studi dengan data implementasi yang konsisten. 
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IPS-501.PT4 Tersedianya dokumen mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, 

misi, tujuan dan strategi serta ada keterlibatan semua pemangku kepentingan 

internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, 

pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah). 

IPS-501.PT5 Tersedianya dokumen upaya sosialisasi visi, misi, tujuan, dan sasaran Program 

Studi melalui sosialisasi yang efektif ke seluruh sivitas akademika (dosen dan 

mahasiswa) dan tenaga  kependidikan. 

IPS-501.PT6 Tersedianya dokumen sahih tentang pelaksanaan strategi yang efektif untuk 

mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan 

menggunakan metode yang relevan dan terdokumentasi serta pada 

pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti. 

IPS-501.PT7 Tersedianya dokumen sahih tentang struktur organisasi dan tata kerja yang 

dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan secara konsisten dan 

menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien. 

IPS-501.PT8 Tersedianya dokumen sahih tentang dimilikinya praktik baik (best practices) 

dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidah good governance 

(kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil) untuk 

menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu. 

IPS-501.PT9 Tersedianya dokumen sahih bahwa pimpinan memiliki karakter 

kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik. 

IPS-501.PT10 Tersedianya dokumen yang menunjukkan bahwa pimpinan mampu : 

a. Melaksanakan 6 fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, 

penempatan personel, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, 

serta pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut) secara efektif dan 

efisien, 

b. Mengantisipasi dan menyelesaikan masalah pada situasi yang tidak 

terduga, 

c. Melakukan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah. 

IPS-501.PT11 Tersedianya dokumen yang menunjukkan bahwa analisis pencapaian kinerja 

memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 

a. Capaian kinerja diukur dengan metode yang tepat, dan hasilnya 

dianalisis serta dievaluasi, dan 

b. Analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, 

faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian 

standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan;  

hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan dan 

dilaksanakan setiap tahun. 

IPS-501.PT12 Tersedianya dokumen yang menunjukkan telah dilakukan analisis SWOT atau 

analisis lain yang relevan, serta memenuhi aspek- aspek sebagai berikut: 
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a. Melakukan identifikasi kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan 

atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi institusi 

dilakukan secara tepat, 

b. Memiliki keterkaitan dengan hasil analisis capaian kinerja, 

c. Merumuskan strategi pengembangan institusi yang berkesesuaian, dan 

d. Menghasilkan program-program pengembangan alternatif yang tepat. 

IPS-501.PT13 Tersedianya dokumen yang menunjukkan telah dilakukan penetapan tujuan 

strategis pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT yang 

mempertimbangkan: 

a. Rencana aksi pimpinan dan kemampuan sumber daya, 

b. Kebutuhan jangka pendek dan jangka menengah, 

c. Tujuan dan rencana strategis yang berlaku, 

d. Aspirasi dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta 

e. Program yang menjamin keberlanjutan. 

IPS-501.PT14 Tersedianya dokumen kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam 

berbagai peraturan untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup: 

a. Alokasi sumber daya, 

b. Kemampuan melaksanakan program pengembangan, 

c. Rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan, dan 

d. Keberadaan dukungan pemangku kepentingan eksternal. 

IPS-501.PT15 Tersedianya dokumen kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang sangat memenuhi 

berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama mencakup sistem 

tata pamong yang memenuhi aspek: 

a. Kredibel,  

b. Transparan,  

c. Akuntabel,  

d. Bertanggung jawab, dan  

e. Adil. 

 

7. Formulir 

- 

 

8. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar  

Direktur dan seluruh Kepala Unit. 

 

9. Referensi 

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional; 
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b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 

dan Penyelenggaraan Pendidikan; 

c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kemristekdikti, 2016; 

d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi; 

e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi; 

f. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 

g. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 

h. Matrik Penilaian LED dan LKPS Diploma III APS Akademik dan Vokasi Teknik; 

i. Matrik Penilaian LED dan LKPS Sarjana Terapan APS Akademik dan Vokasi Teknik; 

j. Lampiran 4 Peraturan BAN-PT Nomor 6 2022 tentang IAPS STr Infokom; 

k. Rencana Strategis PolmanBabel 2020-2024; 

l. Kepmendikbud, Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama; 

m. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri, Dirjen Dikti. 
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SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 51 TAHUN 2024
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang a bahwa untuk meningkatkan kinerja Politeknik
Manufaktur Negeri Bangka Belitung dalam melaksanakan
pelayanan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat dan menindaklanjuti
kebijakan penyederhanaan birokrasi, perlu melakukan
penataan organisasi dan tata kerja Politeknik Manufaktur
Negeri Bangka Belitung;
bahwa ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja
Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Beiitung
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 25 Tahun 2O 10 tentang Pendirian,
Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Manufaktur Negeri
Bangka Belitung sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi,
sehingga perlu diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Manufaktur
Negeri Bangka Belitung;

b

C

Mengingat 1.

2.

3.

4.

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2OOB tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol2 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5336);
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 20 14 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan



2-

5

6

Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tah"un 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara

Teknologi Nomor 16 Tahun 2024 lentatg Perubahan Atas

Peratura=n Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
"1 21 tentang Organisasi dan

1 dikan, KebudaYaan, Riset,

6 Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 198);

Menetapkan
MEMUTUSI(AN:

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,

DAN TEKNOLOGI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1 . Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendidikan.
2. Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung yang

selanjutnya disebut Polman Babel adalah perguruan tinggi
,"g..i y..tg diselenggarakan oleh kementerian yang
menyelenggarakan urtlsan pemerintahan di bidang
pendidikan.

3. Siuitr" Akademika adalah masyarakat akademik yang
terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.

4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan
tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan
menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui
p..rdidik..r, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat.

5. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang
mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang
penyelenggaraan pendidikan.

6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan
tinggi yang terdaftar dan belajar.

7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan
pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode
pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan
akademik, pendidikan profesi, dan/ atau pendidikan
vokasi.



BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2
Polman Babel berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Menteri.

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3
Polman Babel mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan

vokasi dan pendidikan profesi dalam berbagai rumpun ilmu
pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan ketentuan
peraturan Perundang-undan gan'

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3, Polman Babel menyelenggarakan funqgi:
;. peiaksanaan dan pengembingan pendidikan vokasi dan

am rangka Pengembangan ilmu
nologi;

kepada masYarakat;
d. pembinaan Sivitas Akademika dan hubungannya dengan

lingkungan; dan
e. pel.,aksa.taa., kegiatan administrasi'

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 5
Organisasi Polman Babel terdiri atas:

a. Senat;
b. pemimPin;
c. Satuan Pengawas Intemal; dan
d. Dewan PenYantun.
St..rkt . organisasi Polman Babel sebagaimana dima-ksud

pada ayat (1] tercantum dalam Lampiran yang merupakan
tagiarrtidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini'

Bagian Kedua
Senat

Pasal 6
Senat merupakan unsur penyusun kebijakan yang

menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan
pelaksanaan kebijakan akademik.
'Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh

ketua Senat.
Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai den{an ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mengatur mengenai statuta'

(3)

J
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(1)
(2\

Paragraf 1

Direktur

Pasal 7
Direktur merupakan pemimpin Polman Babel'
Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh

a. wakil direktur; dan
b. unsur organisasi di bawah pemimpin.

Paragraf 2
Wakil Direktur

Pasal 9
Wakil direktur terdiri atas:
a. Wakil Direktur Bidang Akademik;
b. Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum; dan
c. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Kerja

Sama.
Wakil direktur berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada direktur.

Bagian Ketiga
Pemimpin dan Unsur Organisasi di bawah Pemimpin

Pasal 1O

Wakil Direktur Bidang Akademik mempunyai tugas
membantu direktur dalam memimpin penyelenggaraan
kegiat Pengabdian
kepad
Wakil mempunyal
tugas membantu direktur dalam memimpin
penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan,
keuangan, dan umum.
Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama
mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin
perryele.rgga.aan kegiatan di bidang kemahasiswaan,
ilumni, hubungan masyarakat, dan kerja sama.

(1)

(21

(1)

(2\

Pasal 8

lingkungan.
DJam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), direktur menyelenggarakan fungsi:
;. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi

dan
e. peiaksanaan layanan administrasi'

(1)

(2)

(3)
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(1)

(2\

(3)

(4)

(s)

(1,|

(2\

(1)

(2\

Paragraf 3
Unsur Organisasi di bawah Pemimpin

Pasal 11

Unsur organisasi di bawah pemimpin Polman Babel terdiri
atas unsur:
a. pelaksana akademik;
b. pelaksanaadministrasi;
c. penjaminan mutu; dan
d. penunjang akademik.
Unsui pelaksana akademik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh:

fungsi penjaminan mutu.
UnJrr penunjang akademik sebagaimana dimaksud pada

ayat (i) huruf d dilaksanakan oleh unit penunjang

akademik.

Pasal 12

Jurusan mempunyai tugas menyelenggarakan dan
mengelola pendidikan vokasi dan/atau profesi dalam 1

(satu] atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau
ieknologi serta pingelolaan sumber daya pendukung
Program Studi.
Pembentukan, perubahan, dan penutupan Jurusan
ditetapkan oleh direktur seteiah mendapat persetujuan
dari direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas di
bidang pendidikan tinggi vokasi.

Pasal 13

Jurusan terdiri atas:
a. Jurusan Rekayasa Elektro dan Industri Pertanian;
b. Jurusan Informatika dan Bisnis; dan
c. Jurusan RekaYasa Mesin.
Susunan organisaii 3urusan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri atas:
a. ketua jurusan;
b. sekretaris jurusan;
c. Program Studi;
d. laboratorium/ bengkel/ studio; dan
e. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 14

1) Ketua jurusan bertanggung jawl! kepada direktur'
2i Ketua jurusan sebagaimana dimaksud. pada ayat (1)
' mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas

p.t yi1..rggr.."..r.jr.r"rt berdasarkan kebijakan direktur'



Pasal 15

Sekretaris jurusan mempunyai tugas membantu ketua jurusan

dalam bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian'

dan pelaporan di lingkungan jurusan'

Pasal 16
(1l Dalam penvelenggaraan Program Studi pada jurusan

"J"gui-."" 
dim-aksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c'

direk-tur dapat menunjuk seorang Dosen sebagai

koordinator Program Studi'
(21 Koordinator Program Studi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) bertanggungiawab kepada ketua jurusan"

Pasal 17

(1) Laboratorium/bengkel/studio -.gr-erupakan 
perangkat

p"ttrtti.rg pelaksanaan pendidikan, penelitian' dart

p.rrg.Uai^t klpada masyarakat di lingkungan jurusan' 
-

l2l iab8ratorium/tengkel/itudio , dipimpin oleh pejabat

fungsional yang keahliannya telah memenuhi persyaratan

sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan dan/atau
teknologi.

(3) Pejabat"fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2\

bertanggung jawab kepada ketua jurusan'

(1)

(2\

(1)

(21

(3)

(4)

Pasal 19
unsur pelaksana administrasi yang
pelayanin teknis dan administrasi
ur di lingkungan Polman Babel

Bagian terdiri atas:
a. Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama;

dan

Pasal 20
Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja
mJmpunyai tugas melaksanakan pelayanan di
akademik, kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama'

Sama
bidang

6
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Pasal 2 1

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

F""ut ZO, Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama

menyelenggarakan fungsi :

". 
p.f"fil"aan layanan administrasi pendidikan' penelitian'

dan pengabdian kePada masYarakat;
b. 

"rJri""i-p""aidikan, 
penelitian, dan pengabdian kepada

masyarakat;
c. f"t""k""rrr"., registrasi Mahasiswa dan statistik akademik;

d. pengelolaan data dan sarana akademik;
;. p.lrk".rur.tt layanan pembinaan minat, bakat' dan

kesejahteraan Mahasiswal 
'=waan dan alumni;
iswaan dan alumni;

administrasi kerja sama;
ngan masyarakat; dan
asi.

Bagian Akademik,
atas:
a,
b.

Pasal 22
Kemahasiswaan, dan Kerja Sama terdiri

Subbagian Akademik; dan
kelompok jabatan fungsional'

Pasal 23
Subbagian Akademik mempunyai tugas melakukan layanan

adminGtrasi dan evaluaii pendidikan, penelitian' dan

p""g"Uai"., kepada masyarakat, re-gistrasi Mahasiswa' dan

"t"tl"tit 
akademik serta pengelolaan data dan sarana

akademik.

Pasal 24
Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Umum mempunyai tugas

mJaksanakan urusan perencanaan, keuangan, dan umum'

Pasal 25
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 24, Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Umum

menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;

;. ierriantau.n dan eviluasi pelaksanaan program dan

c.
d.
e.
f.

h.
i.
j
k.

anggaran; dan
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a.
b.

Pasal 26
Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Umum terdiri atas

Subbagian Umum; dan
kelompok j abatan fungsional.

(1)

Pasal 29
Pusat terdiri atas:
a. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;

dan
b. Pusat Penjaminan Mutu

Pembelajaran.
(21 Pusat dipimpin oleh kepala pusat.

dan Pengembangan

kepala; dan
kelompok jabatan fungsional'

Pasal2T
Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan
ketataisahaan, dokumintasi, keprotokolan, layanan

fmpi.r".r, kerumahtanggaan, dan pengelolaan prasarana dan

sarana Polman Babel.

Pasal 28
Pusat merupakan unsur pelaksana akademik dal unsur
p.rjrrni.r".t mutu yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada direktur.

Pasal 30
Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan,
pemantauan, din evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian

kepada masyarakat.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3O, Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b. pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan;
c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
d. Loordinasi p"i"k"i.r"rt kegiatan penelitian dan pengabdian

kepada masYarakat;
e. p"irk"uo"rtt penyebarluasan dan publikasi hasil penelitian

dan pengabdian kePada masYarakat;
f. pelaksanaan penyiapan bahan kerja sama dan hubungan

masyarakat a1 tiaang penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat;

g. pemlntauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian
- dan pengabdian kepada masyarakat; dan
h. pelaksaaaanurusanadministrasi.

Pasal 32
Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri
atas:
a.
b.



Fusat Penjaminan
mempunyai tugas
pemaltauan, dan
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Pasal 33
Mutu dan Pengembangan Pembelajaran
melaksalakan koordinasi, pelaksanaan,

evaluasi kegiatan penjaminan mutu dan

pengembangan Pembelaj aran.

Pasal 34
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

33, Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran

menyelenggarakan fungsi :

a. peny'rtsunan rencana, program, dan anggaran;
b. pelaksrnaan pengembangan sistem penjaminan mutu

pendidikan;
c. pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan;
d. pelaksanaan iasilitasi peningkatan rnutu pendidikan;
e. pelaksanaan peningkatan dan pengembangan

pembelajaran;
f. Loordinasi pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu

pendidikan serta peningkatan dan pengembangan
pembelajaran;

g. pelaksanaan penyiapan bahan kerja sama dan hubungan
" *""y.."kat dii bidang penjaminan mutu pendidikan dan

pengembangan Pembelaj aran;
h. p.**"t t^r", dan evaluasi penjaminan mutu pendidikan

dan pengembangan pembelajaran; dan
i. pelaksanaanurusanadministrasi'

Pasal 35
Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran

terdiri atas:
a. kepala; dan
b. kelompok jabatan fungsional.

Pasa1 36
Unit penunjang akademik merupakar unsur penunjang

akademik di lingkungan Polman Babel.

Pasal 37
Unit penunjang akademik terdiri atas:
a. Perpustakaan;
b. Teknologi Informasi dan Komunikasi;
c. Bahasa;
d. Perawatan dan Perbaikan;
e. Pengembangan Teknologi dan Produk- Unggulan;
f. Pen[emban[an Karier dan Kewirausahaan; dan
g. Layanan Uji KomPetensi.

Pasal 38
(1) Unit Penunjang Pakan unit

penunjang al<ad
(2) Unit Penunjang Akademik atas:

a. kePala; dan
b. kelomPok jabatan fungsional'
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(3) Keoala sebaqaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
t"i"a" di bai,ah dan bertanggungjawab kepada direktur
dan dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Wakil

Direktur Bidang Akademik.

Pasal 39
Unit Penunjang Akademik Perpustakaan mempunyai tugas

melaksanakan pengelolaan perpustakaan'

Pasal 4O

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

F"""f 39, Unit Penunjang Akademik Perpustakaan

menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;

b. pen)'usunan rencana kebutuhan dan penyediaan bahan
pustaka;

c. pengolahan bahan Pustaka;
d. pemierian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka;

e. pemeliharaan dan perawatan bahan pustaka; dan

f. pelaksanaan urusan tata usaha'

Pasal 41

Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan

Xomunikasi 
" mJrupakan unit penunjang akademik di

bidang teknologi informasi dan komunikasi'
U.tit "e."r"i".tg Akademik Teknologi Informasi dan

Komunikasi terdiri atas:

Direktur Bidang Akademik'

(1)

(2\

(3)

Pasal 42
Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi

-"-pu.ry.i pengembangan, pengelolaan'

dan pembe gi informasi dan komunikasi
serta penge asi dan jaringan'

Pasal 43
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

iar;at +2, Unit Penunjang Rkademik Teknologi Informasi dan

Komunikasi menyelenggarakan fungsi:
a. penlrusunan rencana, program, dan anggaran;

;. i..r!.-U"ttg"n dan pingelolaan teknologi informasi dan

C

komunikasi;
pemberian layanan
komunikasi;

di bidang teknologi informasi dan
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(1)

(2\

(3)

fung
a.
b.
c.
d.
e.

(1)

(2\

(3)

Pasal 44
Unit Penunjang Akademik Bahasa merupakan unit
penunjalg akademik di bidang kebahasaan'
U"it p"".r"jrttg Akademik Bahasa terdiri atas:

Direktur Bidang Akademik.

Pasal 45
Unit Penunjang Akademik Bahasa mempunyai tugas

melaksanaka-n pengembangan pembelajaran,- peningkatan

kemampuan, dan pelayanan uji kemampuan bahasa'

Pasal 46
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

F"""f +S, Unit Penunjang Akademik Bahasa menyelenggarakan

si:
penyusunan rencana, program, dan anggaran;
pe
pe
pe
pelalsanaan urusan tata usa

Pasal 47
Unit Penunjang Akademik Perawatan dan Perbaikan

merupakan unit penunjang akademik di bidang perawatan

dan plrbaikan sarana penunjang akademik' - .

Urrit'e".trr.ti".tg Akademik Perawatan dan Perbaikan terdiri
atas:
a. kepala; dan
b. kelomPok jabatan fungsional'
Kepala ".br.g"1*r..r" 

dimaksud pada ayat (2) huruf a

berada di baivah dan bertanggung jawab kepada direktur
dan dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Wakil

Direktur Bidang Keuangan dan Umum'

Pasal 48
Unit Penunjang Akademik Perawatan dan

mempunyai tugas meiaksanakan pemeliharaan,
dan perbaikan sarana penunjang akademik'

Pasal 49
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

F"""f +4, Unit Penunjang Akademik Per watan dan Perbaikan

menyelenggarakan fungsi :

a. peny'r.rsunan rencana, program, dan anggaran;

b. pemeliharaan sarana penunjang akademik;
c. pemberian layanan perbaikan dan perawatan sarana

penunjang akademik;
d. pendataan sarana penunjang akademik; dan

e. pelaksanaa-n urusan tata usaha'

Perbaikan
perawatan,
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(1)

(2\

(s)

(1)

(2\

(3)

Pasal 50

Produk Unggulan terdiri atas:

Pasal 51

Unit Penunjang Akademik Pengembangan Teknologi dan Produk

Unggulan -ei-rpu.tyai tugas melaksanakan pengembangan

teknologi dan Produk unggulan'

Pasal 52
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 51, Unit Penunjang Rtademit< Pengembangan Teknologi

dan Produk Unggulan menyelenggarakan fungsi:
a. pen1rusunan rencana, program, dan anggaran;
b. pengembangan teknologi produk unggulan;
c. pelaksanaan produksi produk unggulan;
d. pelaksanaan penga*.sat mutu dan pemasaran produk

unggulan; dan
e. pelaksanaan urusan tata usaha'

Pasal 53
Unit Penunjang Akademik Pengembangan Karier dan

Kewirausahiari merupakan unit penunjang akademik di
bidang pengembangan karier dan kewirausahaan'
Unit "eenui.lang Akademik Pengembangan Karier dan

Kewirausahaan terdiri atas:

Unit Penunjang
Kewirausahaan

Pasal 54
Akademik Pengembangan Karier dan
mempunyai tugas melaksanakan

pengembangan karier dan kewirausahaan Mahasiswa'

Pasal 55
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5+, Unit Penunjang Akademik Pengembangan Karier dan

Kewirausahaan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
a. p.t"t 

"rt 
r"t inventarisasi dan identifikasi dunia usaha'

dunia industri, dan dunia kerja;
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c. peningkatan kemampual Mahasiswa
pengembangan karier dan kewirausahaan;

d. iasilitasi dan kerja sama pengembangan
kewirausahaan Mahasiswa;

e. pemberian layanal informasi pengembangan karier dan

kewirausahaan Mahasiswa; dan
f. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 56
(1) Unit Penunjang Akademik Layanan Uji Kompetensi

merupakan unit penunjang akademik di bidang layanan uji
kompetensi.

(2\ Unit Penunjang Akademik Layanan Uji Kompetensi terdiri
atas:
a. kepala; dan
b. kelompok jabatan fungsional.

(3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
beiada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur
dan dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Wakil
Direktur Bidang Akademik.

Pasal 57
Unit Penunjang Akademik Layanan Uji Kompetensi mempunyai
tugas melaksanakan layanan uji kompetensi.

Pasal 58
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 57, Unit Penunjang Akademik Layanan Uji Kompetensi
menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunar rencana, program, dan anggaran;
b. p.tyr;"rt u., bahan usul pengembangan pendidikan dan

pelatihan dengan kompetensi tertentu;
c. iasilitasi layanan pendidikan dan pelatihan sumber daya

manusia uji komPetensi Profesi;
d. pemberian layanan uji kompetensi; dan
e. pelaksanaan urusan tata usaha.

di bidang

karier dan

Pasal 59
(1) Satuan Pengawas Internal merupakan unsur pengawas

yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik
untuk dan atas nama direktur'

l2l Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
plrundang-undangan yang mengatur mengenai statuta'

Bagian Keempat
Satuan Pengawas Internal

Bagian Kelima
Dewan Penyantun

Pasal 60
Dewan an

fungsi an

fun[si t 1'

(1)
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(2) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai statuta'

Bagian Keenam
KelomPok Jabatan Fungsional

Pasal 61
(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah jabatan

fungsitnai sesuai dengan bidang keahlian dan/atau
keteramPilan.

(21 Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja.

(3) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional dilaksanakan

""s.,"i 
dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 62
Direktur dan wakil direktur melakukan koordinasi dengan
pimpinan unit organisasi di lingkungan Polman Babel dan
instansi lain sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing'

Pasal 63
Direktur, wakil direktur, ketua jurusan, kepa'la bagian, kepala
subbagian, kepala pusat, dan kepala unit penunjang akademik
di tn{kungar Polman Babel dalam melaksanakan tugas dan
fungsf minerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan
sinkronisasi.

Pasal 64
Direktur, wakil direktur, ketua jurusan, kepala bagian, kepala
subbagian, kepala pusat, dan kepala unit penunjang akademik
di lingkungan Polman Babel bertanggung jawab:

a. memimpin dan mengoordinasikan bawahan;
b. membe;kan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas

bawahan;
c. menerapkan sistem pengendalian intem di lingkungan

masinglmasing untuk mewujudkan terlaksananya
mekanisme akuntabilitas Publik;

d. menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata
hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi
di lingkungan Polman Babel;

e. r.r..rl.ir"lrt, u.,alisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan

analisis beban kerja terhadap seluruhjabatan di lingkungan
Polman Babel;

f. menyusun dan mengembangkan kebijakan, program, dan

kegiatan berdasarkan rencana strategis yang telah

dititapkan dengan menerapkan asas pemerintahal yang

efektif, efisien, bersih, dan akuntabel;
g. meny'Lrsun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kinerja
" 

secara akuntabel, terintegrasi, dan tepat waktu; dan
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h memberikan layanan penyelenggaraan
perguruan tinggi dengan mengedepankan
kecepatan, dan keterj angkauan.

tridharma
kemudahan,

(1)

(2\

(1)

(2)

Pasal 65
T\rgas dan fungsi un an Babel

dijabarkan ke dalam
Rincian tugas seba aYat (1)

ditetapkan oleh Menteri.

BAB V
JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Jabatan

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 68

Pasal 69

BAB VI
PERUBAHAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

diangkat dan diberhentikan oleh direktur'

Pasal 66
Direktur, wakil direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan,

koordinator Program Studi, dan kepala pusat drjabat oleh

Dosen yang mendapat tugas tambahan dan bukan
merupakan j abatan struktural
fepafa ,.rit penunjang akademik 

- 
darr kepala

laboratorium/bengkel7 studio dijabat oleh Dosen dan/ atau
pejabat fungsional yang mendapat -tugas tambahan dan

bukan merupakan jabatan struktural '

Pasal 67
Kepala bagian merupakan jabatan administrator'
Kepaia subbagian merupakan jabatan pengawas'

(1)
(2t

(1)
(2\

Pengangkatan dan pemberhentian jabatan administrator dan
j abaltan pengawas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan Perundang-undangan.

Pasal 70
Perubahan organisasi dan tata kerj
oleh Menteri setelah mendaPat
menteri yang menyelenggarakan
bidang aparatur negara.
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(1)

(2)

Peraturan Menteri
diundangkan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

1n1

Pasal74
mulai berlaku Pada tanggal

Pasal 71

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, jabatan

dan pejabat yang memangku jabatan di. lingkungan
polman-nabel Lerdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pendirian,
Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Manufaktur Negeri

Baigka Belitung, tetap melaksanakaa tugas dan
fung-sinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan

ditelapkannya pejabat baru berdasarkan ketentuan dalam
Peraturan Menteri ini.
Pembentukan jabatan baru dan pengangkatan pejabat
baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
paling lami 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan
Menteri ini diundangkan.

Pasal T2
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua

ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi,
dan Tata Kerja Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung,
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini'

Pasal 73
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2010 tentang
Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Manufaktur
Negeri Bangk. B.lit rg kecuali ketentuan mengenai pendirian,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



-t7-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2024

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2024

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 649

sesuai dengan aslinya,
Hukum
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

ti
7 809262000 1 2200 1

ttd
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